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B Wako Susun Perwa Pembentukan Dlspenda i

PQNTIANAK. TRIBUN -
Proses Pemisahan Badan
Keuangan Daerah (BKD)
dengan Dinas Pendapat-

an Daerah (Dispenda) Kota

Pontianak kini masih berja-
lan. Saat ini masih proses
penyusunan Perwa tentang
pembentukan Dispenda ter-
sebut. Pembentukan Dis-
penda tersebut rencananya
akan selesai pada akhir ta-
hun 2023 ini.

Wali Kota Pontianak Edi
Rusdi Kamtono menyam-
paikan, tujuan dibentuknya
Dispenda tersebut untuk
mengoptimalkan Pendapat-
an Asli Daerah (PAD) Kota
Pontianak. Menurutnya,
Perda tentang pemecahan
BKD dan Dispenda tersebut
sudah ada. Hanya saja ting-
gal menunggu Perwa yang
saat ini sedang disusun.

“Pembentukan Dispenda
yang sudah ada Perdanya
bertujuan untuk mengopti-
malkan kinerja Pendapatan
Daerah untuk pembangun-
an dan peningkatan capaian
visi misi Kota Pontianak,”
ujarnya.

Ia berharap dengan ada-
nya pemecahan BKD dan
Dispenda ini dapat mening-
katkan PAD Kota Pontianak.
Ia menyebut, bahwa pada
tahun 2022 lalu PAD Kota
Pontianak mencapai Rp 536
miliar dan ditargetkan pada
tahun 2023 ini bisa menca-
pai Rp 700 miliar.

Tentu capaian tersebut

Pembentukan Dispenda yang sudah ada

Perdanya bertujuan untuk mengoptimal-

kan kinerja Pendapatan Daerah untuk

pembangunan dan peningkatan capaian
visi misi Kota Pontianak

Edi Rusdi Kamtono
Wali Kota Pontianak

bukan tidak mungkin jika
dua instansi bisa bekerja
dengan maksimal. Dispen-
da bertugas untuk mengga-

it pendapatan. Sedangkan

BKD fokus pada keuangan
daerah Kota Pontianak.

Usulan DPRD  °

Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kota Pontianak akan
dilakukan' pemecahan de-
ngan Dinas Pendapatan Da-
erah (DPD) Kota Pontianak
Kalimantan Barat. Seba-
gaimana yang telah diusul-
kan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Pontianak kepada Pemerin-
tah Kota Pontianak.

Ketua Komisi III' DPRD
Kota Pontianak Mujiono me-
nyampaikan, bahwa Perda
terkait dengan pemecahan
Dinas Pendapatan Daerah
dan BKD ini sudah evaluasi
oleh Gubernur Kalbar dan
saat ini hanya tinggal me-
nunggu Peraturan Walikota

(Perwa) saja.
“Diharapkan
pertengahan ta-
hun 2023 ini su-
dah selesai terkait
dengan pemisahan
Dinas Pendapatan Da-

erah dan Badan Keuangan :

Daerah,” ujarnya, kemarin.

Mujiono juga menjelaskan
tentang alasan pemecahan
Dinas Pendapatan Daerah
dan BKD tersebut. Alasan
pertama lanjutnya adalah
berkaitan . dengan beban
kerja.

Selama ini, ia menilai
bahwa BKD Kota Pontia-
nak bekerja dengan dua
fungsi yaitu berkaitan
dengan' pendapatan dan
keuangan. “Sehingga ke-
tika dipecah, maka BKD
nanti akan fokus pada bi-
dang keuangan sementara
untuk Dinas Pendapatan
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Kejar Target |

Dae’rah fokus pada penda-
_ patan,” terangnya.
. Selain alasap pertama
itu, Mtﬂi@lo juga menye-
. butkan alasan kedua pe-
. mecahan tersebut adalah

katkan pendapatan asli
daerah (PAD) Kota Ponti-
anak sehingga bisa mak-
simal.

pada tahun 2022 cukup
tinggi. Namun target pada
tahun 2023 ini ditarget-
.kan Rp700 miliar harus

bertujuan untuk mening-

Walaupufi dlmlamya ca-
paian PAD Kota Pontianak .

tercapai.
“Alhamdulillah PAD ta-

hun 2022 ini PAD kota
Pontianak tertinggi sela-
ma masa berdirinya Kota
Pontianak yaitu Rp 536
miliar, Tetapi di tahun
2023 ditargetkan harus
mencapai Rp 700 miliar,”
terangnya.

Untuk itu, demi terca-
painya target tersebut.
Pihaknya menekankan
kepada BKD untuk mela-
kukan beberapa langkah
salah satunya ialah per-
cepatan validasi PBB yang

saat ini baru 3.000 objek
yang d1va11das1 dari 124

ribu.

Hal ini dikarenakan
PBB ini primadona pajak
di Kota Pontianak. Kemu-
dian yang kedua pihak-
nya juga meminta kepada
BKD untuk percepatan
penyelesaian Perda pajak
retribusi, ini mengacu
pada UU nomor 1 tahun
2022.

“Kita minta dipertengah-

* an tahun sudah disahkan,

karena disitu ada penye-
suaian dengan tarif pajak

P R

Sambungan Hal.9

dan objek pajak,” imbuh-
nya.

Ketiga, plhaknya ber-
harap dalam peningkatan
PAD ini, maka BKD harus
berupaya mencari poten-
si pajak seperti misalnya
pajak hiburan, rekalme,
restoran, hotel yang me-
miliki potensi besar na-
mun pencapalan belum
maksimal.

“Tiga hal itu yang Kkita
dorong untuk mencapai
target PAD Rp700 miliar
di tahun 2023,” pungkas-
nya. (oki)
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